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QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAMUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN, '

bahwa pernberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kepada
masyarakat merupakan salah satu sumter retribusi daerah’ yang
dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh

"Selatan sesuai dengan peraturan pel"undang—undangan yang

berlakyu dan perkembangan situasi dan kcI»ndisi saat ini;

bahwa ketentuan pasal 141 huruf a Uridang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ristribus] Daerah, Retribusi
Izin Mendirikan ‘Bangunan dikategorlkar';u sebagal jenis retribusi
Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf , perlu membentukiQanun Kabupaten :Aceh
Selatan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dilam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Ne¢iara Republik Indohesia

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lenmibaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 44 ‘Tahun 1999 tintang Penyelenggaraan
Kelstimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomvor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20032 tehtang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tu'antang Perbendahalraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonizsia Tahun 2004 quor
5 dan Tambahan Lembaran Negara Rerublik Indonesia Nomor
4355); ~

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200-'4=tentarrg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rzpublik Indoneasia Tahun 2004 Nomor
125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437} sebagaimana telah diubah dua ' kall terakhir derigan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keédua

. Undang-undang....
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tartang Perubahan Keduz
Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara:- Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lenibdrén Negara Républik
Indonesia Nomor 4844); e

|
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2094 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dian Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor il Tahun ;20(;16 tentang Pernerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomeor
4633); ’

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2(08 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun, 2003
Nomor 69, Tambahan Lembaran Nesjara Republik Indonesia
Nomor 4851) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ventang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Permbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun' 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum, Acara
Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90, Tambahan Lembaran Ne¢ara Republik Indonesia
Nomor 5145) ; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun :::005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia “"ahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik:Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun' 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengellolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negiira Republik Indanesia
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. Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan LeTmbaran Negara Re’phblik
Indonesia Nomor 4738);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun' 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pamungutan Pajak Daerah
dan Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161); !

19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 20:1 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (lLembaran UDaerah Nanggroe . Aceh
Darussalam Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05), -

Dangan Persetuiuan Bersama
‘DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
-‘BUPATI ACEH SELATAN i

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN MEI"}IDIR_IKAN BANGUNAN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1,
2.

1521

Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan; '

Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggariian urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan ['ewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masirng-masing;

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjuttya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Katrupaten' yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Bupati adalah Bupati Aceh Selatan;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan,

Retribusi Perizinan Tertentu adalah keglatan tertentu Femerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan,pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumper daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan; {

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya !disebut Retribusi adalah
Pembayaran Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah kKabupaten; :

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menuru:t Peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu:

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah; bulti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakiikan dengan cerz laln ke

Pembayaran, .,




pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara !lain ke
kas daerah melalul tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatkan SKRD adaizh surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi vang terhutang;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkatkan SKRDLB,
adalah surat ketetapan yang menentukan jumiah keletihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau
tidak seharusnya terhutang; :

12. Surat Tagihan Retribusl Daerah, vang dapat disingkatkan STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi gdministrasi berupa bunga
dan atau denda; I

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meiicari, mengumpulkan dan
mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangkia Pengawasan Kep{atuhan
Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang -
undangan tentang retribusi daerah;

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPMS adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipll tertentu dI Lingkungan Pemerintah Da¢rah diberikan wevbenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik, tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

15, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Da>rah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawal Neceri Sipil yag selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencar] serta mengumpulkar bukti yang dengan bukt
itu membuat terang tindak pidana dibldang retribusi daerah yang terjadl serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA QBJEK DAN SUBIEK RETRIBU:3I
Pasai 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di ,ungut retribusi sebagai

pembayaran atas Izin Mendirikan Bangunan yang diselencgarakan oleh Pemerintah
Kabupaten, . '

Pasal 3

(1) Objek Retrbusi Izin Mendirikan Bangunan adalak pemberian izin untuk
mendirikar suaty bangunan.

(2) Objek Retribusi adalah Izin Mendirikan Bangunan yzng diselenggarakan oleh
Pemerintai Kabupaten, meliputi keglatan peninjauan desain dan pemantauan
pelaksanaan )embangunannya agar tetap sesual ,demgan rencana teknis
bangunan dan’rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien. dasar
bangunar: (KDB), koefisien luas bangunzan (KLB), Koefiilen ketinggian bangunan
(KKB), dan pungawasan penggunaan bangunan yarg mellputi pemeriksaan

dalam rangka nemenuhi syarat keselamatan bagi ya.ag menempati bangunan
tersebut. '

(3) Dikecual]kan_dar‘e objek Retribusi sebagsimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin urituk bangunan milik P:merintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4,...




Pasai 4

(1) Subjek Retribus! adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Mendirikan
Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabuy saten.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan varg telah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut ¢tau pemotong retribusi,

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan di golongkan sebagal retribusi Perizinan Tertentu,

a

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6 '

(1) Tingkat penggunaan jasa di ukur dengan rumus Yang cidasarkan atas faktor Iﬁas
lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana|penggunaan bangunan,

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dib:;:rikan bobot (koefislen).

(3) Besarnya koeflsien sebagaimana dimaksud ayat (2) diteftapkan sebagai berikut;

. . Koefisien Luas Bangunan

{ N_E)—Lh Luas Bangunan b Koefisien
:i__‘ Bangunan dengan luas s/d 100 m2 | 1,00
gr'__g’.__IE»angunan dengan luas s/d 250 m? . 1,50 .
E_L‘g_gar{g_l.l_qu_gengan luas s/d 500 m2 ' 2,50

il:.h‘* _L?angqnanﬂc_jengan luas s/d 1000 m?2 3,50 r
!L.._-ﬁ.-...._l..sa”gU”a” dengan luas s/d 2.500 m2 4,00 '
6. Bangunan dengan luas s/d 3000 m>2 4,50

: Hl,_*_jﬁangypan dengan luas > 3000 m2 ‘ 5,00

b. Koefisien tingkat bangunan

No. Tingkat Bangunan i Koefisien
1. | Bangunan 1 Lantai K 1,00
2. | Bangunan 2 Lantai o 1,50
3. | Bangunan 3 Lantal ‘ 2,50
4. | Bangunan 4 Lantaj 3,50
5. | Bangunan'5 Lantai ke atas 4,00

C. Koefisien ...,

I S




¢. Koefisien Guna Bangunan

No. Guna Bangunan Koefisien .

1, | Bangunan Perumahan | 1,00

2, | Bangunan Fasilitas Umum : 1,00

3. | Bangunan Pendidikan i 1,10

4. | Bangunan Kelembagaan/ Kantor ' 1,50

5. | Bangunan Industri, dagang dan Jasa 2,00

6. | Bangunan Tower . 3,00

7. | Bangunan Lain-lain 3,00 _j

(4)Tingkat penggunaan jasa dihltung sebagai per]kalian koefisien-koefisien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 8 sampai‘dengan huruf c.

BAS V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Prinuip dar  .isaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan
untuk men. :p sebagian atau seluruh bisya penyelenggaraan pemberian izin

Yang bersan.gikutan,

(2) Biaya penv.-lenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukurn,
Penatausdhaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebuyt.,

BAB VI i |
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRI{BUSI \
Pasail 8 | ;
(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
(2) Besarnya tarif sebagalmana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar

a, Bangunan Umum " Rp. 300.000,-

b. Bangunar: Khusus " Rp. 400.000,-

¢. Pembuatzn jaian untuk kepentingan usaha . Rp. 3.000,-/m’

d. Pagar : ' ;
1. Pagar Betun Rp. 2.500/m’ *
2. Pagar IRC /Galpanis Rp. 1.500/m’

{3) Besaran pokok Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara
mengailkan tarlf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tingkat
Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9....
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(1)
(2)
(3)

Bila
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 9 .
Tarlf Retribusi sebagaimana dimaksud pacda pasal 8 ditinjau kembali paling lama

'3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan,

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada zyat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan penyesualan tarif Retribusi sebagaimana uirnaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupatl. !

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

mana terdapat retribusi yang terutang, maka dipungut ¢« Wilayah Daerah tempat
Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB VIII |
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAM, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAMN PEMBAYARAN i
Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerzh a:au ditempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentuken dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati,
maka hasil penerlmaan retribusl harus disetor ke kas daersh selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 12
Pembayaran retribus! harus dilakukan secara tunai/ lunas.
Bupatl atau pejabat dapat memberl izin kepad: wajib retribusi untuk

mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan,

Tata cara pembayaran retrlbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur
leblh lanjut dengan Peraturan Bupat!.

Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi - untuk  menunda
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentiikan dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan. J‘

Pasal 13....
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Pasal 13

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan
tanda bukt pembayaran. '

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan,

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda buici pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupatl.

BAB iX
SANKSI ADMINISTRATIF

1

Pasal 14 :
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat peda waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa binga 2 % (dua perseratus)
settap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksuil pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 15
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain ying sejenis sebagal awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera seteiah 7 (tujuh)}
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

1
Dalam  jangka waktu 7 (tujuh)  hari  setelah tanggal  surat

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunas]
retribusi yang terutang. :

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cikeluarkan 6Ieh pejabat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan
Bupatl,

BAB X1

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dima <sud paca ayat (1) dapat
berupa karus, kupon, dan kartuy langganan.

Pasal 17....



Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan cengan Peraturan Bupati.

BAB XII |
PEMANFAATAN i

Pasal 18 .
(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusl diutamakan untuk mendanai kegiatan
yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersangkuran.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya l{epada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang diparsamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesla dengesn disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbltkan, kecuall jlka wajib retribusi Japat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimak sud pada ayat (3).adalah
suatu keadaaan yang terjadl di luar kehendak atau ke kuasaan wajib retribusi,

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajlban membayar retribusi ‘'dan
peiaksanaan penagihan retribuysi.

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusar atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan,

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) efdalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberstan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati,

(3) Keputusan....




(3)

(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

4)

Keputusan Bupat! atas keberatan dapat berupa rienerima seluruhnya atay
sebaglan, menolak, atau menambah besarnya retribusl yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padz ayat (1) telah lewat dan
Bupatl tidak member! suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian ali‘au seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan,

Imbalan bunga sebagalimana dimaksud pada ayat. (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLS. ’

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22 '

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan ¢an pembebasan retribusi.
Pengurangan, keringanan dan pernbebasan reiribusi diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajlb retribusi.

Tata cara permohonan dan pemberian pengu-angan, keringanan dan
pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMEAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib‘p.-ajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati. '

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)fbulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusa 1.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengervi'lba_llan
pembavyaran retribusi dianggap dikabuikan dan SKRDI'B harus diterbitkan! dalam
Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. .

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi’ sebagaimana dimaksud pide ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut,

(5) Pengembsaiian....



(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setagaimana dimaksud peda
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling fama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB,

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi . dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupatl memberikan imbaian bunga si=besar 2 % (dua persen)
setiap bulan atas keterlambatan pembayaran keleblhan pembayaran retribusi.

Tata Cara pengembalian kelebihan pérnbayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturar: Bupatl.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjacdi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhituny sejak saat terutangnya

retribusi, kecuall apabila wajlb retribusi melakuken tindak pidana dibidang

Retribusi. &

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a, Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sehagaimana dinaksud pada ayat (2} huruf

a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal iiterimanya surat teguran
tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaiinana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadatannya menyatakan maslh

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten,

Pengakuar utang retribusi secara tidak langsung se{'aagaimana dimaksud pada
ayat (2) nuruf b dapat diketahul dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi,

Pasal 25
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi katena hak untuk meiakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah icedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

]

BAB XVL..,



(1)

(2)

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negerl Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten
diberi wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayzt (1), adalah :

d.

menerima, mencari, mengumputkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih I{engkap dan ielas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan kei:erangffan mengenai orang pribaci
atau badan tentang kebenaran perbuatan ya1g dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah; '

meminta keterangan dan bahan bukti dari ¢rang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

Memerlksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peliksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhentl dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruaﬁgan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen yang dibavia sebagalmana dimaksud
pada huruf e; '

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

. Daerah;

memanggil orang untuk didengar keteranganrya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan per{yldlkan; :

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah menurl't hukum vang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud padz ayat (1), rnemberitahukan dimulairya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanny: kepada Penuntut Umum
sesuai dngan ketentuan yang dlatur dalam Undanj-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII....



BAB XVIIL
~ KETENTUAN PIDANA

Pasat 27

[¢]

(1) Wajib Retribusl yang tidak melaksanakan kewajlbz“nnya sehingga mqruéikan
keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Fetribusi yang terutang,

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada aya! (1) adalah tindak pidana
pelanggaran. '

BABR XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Qanun ini muiai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun
1999 Nomor 16 Seri B Nomor 7) dan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8§ Tahun 1999 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Dzerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor
8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam ganun Ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat!.

Pasal 30
Qanun Inl mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. *
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rmemerintahkai pengundangan ganun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan

_—==pada tang¢al 23 Oktpber 2012 M
‘WP A TR 7 Dzulhijjah 1433 H
H . j

?H SELATAN,

Diundangkan di Tapaktuan

pada tanggal 23 Oktober 2012 M
7 Dzulhijjah 1433 H



IT.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR Z2<& TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGIJNAN

UMUM

Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur: dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk raeningkatkan eﬂsie’nsil dan
evektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pela\ffanan kepada mas{farakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintzhan tersebut, Pernerintah Kabupaten; berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk tneningkatkan akuntabllitas
penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Ka_b-flpaten diberi kewenangan
yang lebih besar dalam retribusl. Berkaitan dengén pemberian kewenangan
tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor '32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat ¢an Pemerintahan Daerah,
periluasan kewenangan retribusi tersebut dilakulan dengan remperluas
beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retrit-usi,

Beraasarkan ketentuan pasal 141 huruf a 'indang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah, Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebagai salah  satu  sum ber pendapatzn daerah

dikategorikan sebagai jenis retribusi Perizinan Tertenwu yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka 2erlu rnernbentuk Qanun
Kabupaten Aceh Selatan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

PASAL DEM! PASAL
Pasal 1
Cukup ulas,

Pasal 2
Cukup jelas,

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas,

Pasal 6
Cukup jelas,

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8
Cukup jelas,

Pasal 9
Ayat (1) )
Cukup jelas. ‘
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) -;
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telaa ditetapkan dalam Qanun
perlu disesualkan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/
atau besarnya tarif tidak efektif lagl untuk ‘mengendalikan permintaan
layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikar tarif retribusi,

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas,

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 .
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas,

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas,

Pasal 22
Cukup jelas,

Pasal 23
Cukup jelas,

Pasal 24



Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cuicup jelas,

Pasal 27
Cukup jelas,

Pasal 28
Cukup jeias.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SEI;ATAN NOMOR




